BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR l{/z_ TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNCGSI,

Menimbang

Mengingat

SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAA

KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paszl 4 Pereturan

Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahw: l01€ tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeralt Kabupaten

Bombana, perlu menetapkan Peraturan lIsuoatl tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombane.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahunr 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupa eri Walcatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republic Ircicnesia Tahun
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran MNegars Kepublik
Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2(11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undzangaa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 DNMomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ircloaesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentng Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negire. Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarz Repullik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar lLembtar:n Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana teleh diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Norner ¢ Tanun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Noraor 23
Tahun 2014 tentang Pemernntahan Daerzah (Lemr baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5&, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror $67 9)

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahén Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bomban:z Ncnor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraagkat Daerah



‘Menetapkan

Kabupaten Bombana (Lembaran Dszerah Kabupaten
Bombana Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI], SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMVBANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1
2.

3.
4.
S

10,

11.

12,

13.

Daerah adalah Kabupaten Bombana;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintan  Kabupaten
Bombana;

Bupati adalah Bupati Bombana,;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana,;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, vang selanjutnya
disingkat, DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bombana;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk olen DPRD dengan
persetujuan bersama Bupati Bombana;

Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah
Peraturan Bupati Bombana,;

Keputusan Bupati Bombana adalah penetapsn yang bersifat
konkrit, individual, dan final;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daeraa Kabupaten
Bombana;

Satuan Polisi Pamong Praja yang seclanjutnye. disingkat
Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Fraja Xabupaten
Bombana yaitu Perangkat Daerah Kabupaten RBombana
yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan
menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban
umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraiuran dan
Keputusan Bupati, perlindungan masvarakat serta bidang
pencegah pemadam kebakaran berdasarkar as:s otonomi
dan tugas pembantuan;

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpo PP sebagai
Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksane<an tugas
Bupati dalam memelihara dan  menyelenggarakan
ketentraman masyarakat dan ketertiban umuni, rnenegakan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kepu usan Bupaty;
Ketentraman dan Ketertiban Umum adalab sua:tu keadaan
dinamis yang memungkinkan Pemerintah D:zerah dan
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengen tentram,
tertib dan teratur;

Perlindungan masyarakat adalah suatu keacaan dinamis
dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali
pengetahuan serta keterampilan ikut  mernelihara
keamanan, ketenteraman dan ketertibenn masyarakat,
kegiatan sosial kemasyarakatan;



14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanutay: disingkat
PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negsri Sipil tertentu
di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggarin peraturan
daerah dan peraturan pelaksanaanyz;

15. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praje Keabupaten
Bombana;

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelcmpok Jabatan
Fungsional di lingkungan Satuan Polisi Famong Praja
Kabupaten Bombana;

17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan permerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden vang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara clan peryelenggaraan
Pemerintahan Daerah untuk melindung, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masvarakat,

18. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan “emerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daeral;

19. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusar “emerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh daecrah sesuar dengan
potensi yang dimiliki Daerah.

BAB 11
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerzh

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusarn bemerintahan
bidang penyelenggaraan ketentraman masyar:kat dan
ketertiban umum, penegakan Peraturan Daeral.. FPeraturan dan
Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat sert:i pencegahan
dan penangulangan kebakaran diwadahi dalam bentuk Satuan.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana cimaksud dalam
Pasal 2 adalah Satuan Polisi Pamong Prsja Kabupaten
Bombana.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimeksud dalam
Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.

(2) Penentuan tipe Satuan Polisi Pamong Praji Kabupaten
Bombana sebagaimana dimaksud pada zyat (1) berdasarkan
hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan



pemerintahan  bidang penyelenggaraan  ketentraman
masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan
masyarakat serta pencegahan dan peaangulangan
kebakaran.

(3) Penentuan intensitas penyelenggarzan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud paca ayat (2),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturea perundang-
undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS]

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

(1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangar. daere h.

(2) Satpol PP dipimpin oleh kepala Satuan yzng berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati rielaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangar caerah dan
tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan ketentraman
masyarakat dan ketertiban umum, penegaken Peraturan
Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan
masyarakat serta pencegahan dan penangulangan kebakaran.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dincksud dalam

Pasal 6, Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan pelaksanaan
ketentraman masyarakat dan ketertiban umuuna, penegakan
pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan den Keputusan
Bupati, perlindungan masyarakat, serta pencegahen dan
penangulangan kebakaran;

b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan peryelenggaraan
ketentraman masyarakat dan ketertiban uraumn;

c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peretuen Daerah,
Peraturan dan Keputusan Bupati;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan per yelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati dengan eparat
Kepolisin Republik Indonesia, PPNS dan Instansi terkait;

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan
hukum agar mematuhi dan mentaat: Peraturan Daerah,
Peraturan dan Keputusan Bupati;

g. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan,
pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarani teknis;

h. penyelenggaraan urusan pemerintahan da1 pelayanan
umum bidang pencegahan, pemadan:  kebakaran,



penyelamatan dan sarana teknis; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olel: 3upati terkait
dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaurcna  dimaksud

dalam Pasal 7, Satpol PP memiliki kewenangan scbagai berikut :

a. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan
hukum yang mengganggu ketentramean masyarakat
dan ketertiban umum;

b. melakukan tindakan penertiban norn yustisial terhadap
warga masyarakat, aparatur, atau badan auvkum yang
melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau
Peraturan Kepala Daerah;

c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap  warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga
melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau
Peraturan Kepala Daerah; dan

d. melakukan tindakan administratif terhadap  warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yarg melakukan
pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atiu Peraturan
Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Pra a Xabupaten
Bombana, terdiri atas :

kepala satuan;

sekretariat;

bidang ketentraman masyarakat dan ketert ben vunum;

bidang penegakan Perundang-Undangan Deaerat,

bidang perlindungan masyarakat;

bidang pemadam kebakaran;

unit pelaksana teknis Satpol PP; dan

kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana tercantum dalam lanpiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Bupati ini.

B e a0 o

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Satuan

Pasal 10
Kepala Satuan mempunyai tugas merumuskan,
menyelenggarakan, membina, mengevaluas: ketentraman
masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan
masyarakat serta pencegahan dan pensnggulangan



kebakaran, juga melaksanakan urusan ketatas:zhaan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11
(1) Sekretariat mempunyai tugas merencarzkan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengcatrol urusan
program dan perencanaan, keuangen, umum,
ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaen aset.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 3atuan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimanz dimaksud dalam

Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan program kegiatan urusan prograrma dan
perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan,
kepegawaian dan pengelolaan aset;

b. pelaksanaan program kegiatan urusan progrem dan
perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan,
kepegawaian dan pengelolaan aset;

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan progrem dan
perencanaan, keuangan, umun, <etatausahaan,
kepegawaian dan pengelolaan aset;

d. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan
program dan perencanaan, keuangan, umum,
ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaen aset; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Satuan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri atas :
a. sub bagian program;
b. sub bagian keuangan; dan
c. sub bagian umum dan kepegawaian.
(2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bag&n ying berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Selre taris.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan
rencana dan program Satuan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan Satuan.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyal tugas
merencanakan, melaksanakan, mengevealuasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanen achministrasi
umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.



Bagian Ketiga
Bidang Ketentraman Masyarakat dan Keterziban Umum

Pasal 15

(1) Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum
mempunyai tugas merencanakan, melaksanzkan, membina,
memelihara dan mengawasi ketentraman mesyarakst dan
ketertiban umum.

(2) Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berade ci bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak:ud dalam
Pasal 15, Bidang Ketentraman Masyarakat den Ketertiban
Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penetapan penyusunan rencana dan progrent  kerja
ketentraman masyarakat dan ketertiban anium serta
operasi pengendalian dan pengawalan;

b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan
fasilitasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
serta operasi pengendalian dan pengawalan;

c. penyelenggaraan pelaksanaan ketentraman mesyarakat dan
ketertiban umum serta operas: pengendalien dan
pengawalan;

d. penetapan rumusan = pengkajian  bahaa  fasilitasi
penyusunan pedoman dan  supervisi = ketentraman
masyarakat dan  ketertiban umum  serta  operasi
pengendalian dan pengawalan;

e. penetapan rumusan pengkajian bahan  koordinasi
penyelenggaraan ketentraman masyarakat din ketertiban
umum serta operasi pengendalian dan pengewealan,

f. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian
operasional Polisi Pamong Praja;

g. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman masyarakat
dan ketertiban umum;

h. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan
pengawalan Pimpinan Daerah dan pejabat lainyya;

i. penetapan rumusan pelaksanan pengamanran gedung-
gedung milik Pemerintah Daerah;

j. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketentraman
masyarakat dan ketertiban umum;

k. pelaporan pelaksanaan tugas ketentrarnan masyarakat dan
ketertiban umum;

1. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan keraiiraan dengan
unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihalk ketiger di bidang
ketentraman masyarakat dan ketertibarn umurmr; clan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kzpala Satuan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Bidang Ketentraman Masyarakat dan Keteriban Umum
terdiri atas :
a. seksi operasi dan pengendalian;
b. seksi ketentraman dan ketertiban umum; dan



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

c. seksi pengawalan.

Seksi sebagaimana tersebut di atas dipurpinn oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawal» kepada
Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat din Ketertiban
Umum.

Pasal 18
Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan  tugas
operasional operasi dan pengendalian ketentraman
masyarakat dan ketertiban umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umurn mempurnyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
mengevaluasi dan melaporkan  pelaksanaan  tugas
penyelenggaraan ketentraman masyarakat dn ketertiban
umum.

Seksi Pengawalan mempunyai tugas irerencanakan,
melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi da:1 melaporkan
pelaksanaan tugas urusan pengamarnan dar pengawalan
Kepala Daerah dan tamu penting daerah.

Bagian Keempat
Bidang Penegakan Perundang-undangen Deaerah

Pasal 19
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
mempunyai  tugas memimpin, mengkoordinasikan,

mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas
di bidang penegakan Peraturan Perundeng-undangan
Daerah yang  meliputi pembinaan, pengawasan,
penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah clipimpin
oleh Kepala Bidang yang berada di bawzh dar bertanggung
jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak:ud dalam
Pasal 19, Bidang Penegakan Perundang-uandaag:zn Daerah
menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

penetapan penyusunan rencana dan program kerja
penegakan Peraturan Perundang-undangan Deersh;
penetapan rumusan kebijakan teknis penegakar Peraturan
Perundang-undangan Daerah;

penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan Peraturan
Perundang-undangan Daerah;

penyelenggaraan fasilitasi penegakan Peraturan Perundang-
undangan Daerah;

penetapan rumusan peyusunan pedomarn can supervisi
penegakan Peraturan Perundang-undangan Deer:h;
penetapan rumusan pembinaan, pengewasan dan
penyuluhan penegakan Peraturan Perundang-undangan
Daerah;



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

penetapan  rumusan  pengkajian bahen fasilitasi
penyelidikan Peraturan Daerah,;

penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan
Peraturan Perundang-undangan Daerah:;

penetapan rumusan  kebijakan  teknis  operasional
penyidikan dan pemeriksaan pelanggeranr  ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Daerah;

penetapan rumusan teknis operasional peny:diken dan
pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-
undangan Daerah;

penetapan rumusan penyusunan bahar asilitas: dan
pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;

penetapan rumusan kebijakan teknis bentiik dan jenis
pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daeraly
pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan
Peraturan Perundang-undangan Daerah:

pelaporan pelaksanaan tugas penegaka Peraturan
Perundang-undangan Daerah;

pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitrzan dengan
unit kerja /instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang
penegakan Peraturan Perundang-undangan Deer:h; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Satuan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri
atas:

a. seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

b. seksi kerjasama; dan

c. seksi penyelidikan dan penyidikan.

Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggunz awab kepada
Kepala Bidang Penegakan Perundang-undarngan Daecrah.

Pasal 22

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mermpunyai
tugas merencanakan, melaksanakan, mergkoordinasikan,
mengevaluasi dan melaporkan  pelaksanaan  tugas
pembinaan, pengawasan dan penvuluhar penegakan
Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Seksi Kerjasama mempunyai tugas rmearencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas kerjasarna penegakan
Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Seksi Penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas
merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan
melaporkan  pelaksanaan tugas  penyelidikan  dan
penyidikan penegakan Peraturan Perundeng-undangan
Daerah.



(1)

(2)

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Masyarakeat

Pasal 23

Bidang Perlindungan Masyarakat memparyal tugas
memimpin, mengkoordinasikan dan mengencalikan tugas-
tugas di perlindungan masyarakat yang meliputi satuan
perlindungan masyarakat dan  pembinaan  potensi
masyarakat.

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertarggung jawab
kepada Kepala Satuan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, Bidang Perlindungan Masyaraka: men elénggarakan
fungsi :

a.

[
.

(1)

(2)

penetapan penyusunan rencana dan program Kkerja
pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi
perlindungan masyarakat;

penetapan rumusan kebijakan penyusun:nt bahan
kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan anggota
perlindungan masyarakat;

penetapan rumusan kebijakan penvusunan dan
pengolahan data  kegiatan  pelatihan  anggota
perlindungan masyarakat;

penetapan rumusan kebijakan operasional anggota
perlindungan masyarakat;

penetapan rumusan kebjjakan pengeolaznn  data
anggota perlindungan masyarakat;

penyelenggaraan mediasi, komunikasi dar: fasilitasi
pengerahan sumber daya manusia satuan
perlindungan masyarakat;

penetapan rumusan = penyelenggarazi.  rnediasi,
komunikasi dan fasilitasi program perlindungan
masyarakat;

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelakse naan tugas;
pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemtraan dengan
unit kerja / instansi /lembaga atau pihak keg: di bidang
perlindungan masyarakat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh leepels. satuan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Perlindungan Masyarakat terdir atas :

a. seksi data dan pengembangan;

b. seksi operasional perlindungan masvarakat, dan

c. seksi bina potensi masyarakat.

Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpu. oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perlindungan Masyarzakat.



(1)

(2)
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Pasal 26

Seksi Data dan Pengembangan mempuanyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkocrdinasikan,
mengevaluasi dan melaporkan  pelaksanaan  tugas
pendataan, pengelolaan, peningkatan dan pengembangan
sumber daya aparatur satuan perlindungan masyarakat.

Seksi Operasional Perlindungan Masyaraka: rmempunyai
tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tagas mediasi,
fasilitasi dan komunikasi pengerahan satuzn perlindungan
masyarakat dalam penanggulangan  bencana  serta

penanganan gangguan ketentraman dai.  ketertiban
masyarakat.

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempuanva tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaar =ugas bina
potensi masyarakat meliputi karakteristik sosial budaya
masyarakat, potensi kerawanan, poternsi pencegahan
penanggulangan dan = potensi masyarakat dalam
penanggulangan bencana serta penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban masyarakat

Bagian Keenam
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 27
Bidang Pemadam = Kebakaran mempunya. tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
mengevaluasi dan melaporkan peclaksanaan  tugas

pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh kepale Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung joawab kepada
Kepala Satuan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimcksud dalam
Pasal 27, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan
fungsi :

a.

perencanaan perumusan kebijakan teknis di bidang
pencegahan dan penanggulangan keoalaran  serta
pertolongan dan  penyelamatan terhadep — bencana
kebakaran, bencana alam dan bencana lain;

pelaksanaan kegiatan operasional pencegenan dan
penanggulangan kebakaran, bencana alarn dan bencana
lain;

pertolongan pertama akibat kebakaran dan 2sencana lain
termasuk evakuasi,

pengusahaan pengadaan sumber-sumber zir dan bahan-
bahan lain dalam rangka menanggulang kebeakaran,
bencana alam dan bencana lain, pengadesn sarana dan
prasarana pencegahan, penanggulangan, pencarian dan
penyelamatan bencana;

pembinaan peran serta masyarakat di bidang wusaha
pencegahan dan penanggulangan kebakaran, bericana alam
dan bencana lain;
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pemberian pengawasan dan pertimbangan le<nis terhadap
jenis alat pemadam kebakaran yang beredar;

pelaksanaan kegiatan penelitian bahan-bahan lain yang
berhubungan dengan masalah penanggulangan kebakaran
di laboratorium;

pelaksanaan koordinasi dan bimbingan tekni:s terhadap
instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksernzan tugas;
pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan keritraan dengan
unit kerja / instansi /lembaga atau pihak keliga di bidang
pencegahan dan penanggulangan kebakarar, dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Satuan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas :

a. seksi pencegahan dan penyuluhan kebakiran,

b. seksi pengendalian operasional kebakarari; dan

c. seksi sarana dan prasarana kebakarzn.

Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpir c.eh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung javiab kepada
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

Pasal 30

Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaraii merpunyai
tugas merencanakan, melaksanakan pemrbinaan dan
koordinasi serta pengawasan dan pengenclaian program
usaha-usaha yang berhubungan dengan percegahan dan
penyuluhan kebakaran.

Seksi Pengendalian Operasional Kebzakaran mempunyai
tugas merencanakan, melaksanakan pemrbinaan dan
koordinasi serta pengawasan dan pengencalian program
operasional pengendalian bahaya kebakaran.

Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran mempuayal tugas
merencanakan, melaksanakan pembinzan den koordinasi
serta pengawasan dan pengendalian progran. pengadaan,
pemeliharaan peralatan operasional peneanggulangan
kebakaran dan alat penyelamatan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Satpol PP Kecarnatan

Pasal 31

Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan adalah unsur
pelaksana teknis satuan secara operasional di lapangan.
Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh secrang Kepala
Satuan Unit Pelaksana Satpol PP.

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada avat (2) secara
ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketertraman dan
Ketertiban Umum pada Kecamatan.

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ava: (2) secara
teknis administratif bertanggung jawah kepzda Camat dan
secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala
Satpol PP Kabupaten.



(5) Ketentuan mengenai pembentukan dan susuran orgenisasi
serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Satpol PP
Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Psreturan Bupati
setelah dikonsultasikan secara tertulis kepaca Menteri
Dalam Negeri.

Pasal 32
Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPT)/UPTE yang
terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susuran orgenisasi
dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini divridangkan, tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan Pera uran Bupati
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serte Tugas dan
Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tuges 1aelaksanakan
sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahlianinya.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimara dimaksud
dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara
dalam jenjang jabatan fungsional yang t:rbagi dalam
berbagai kelompok sesuai bidang keahlianmnya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimane d:m:ksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsicaal senior yang
ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimeksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutunauw dan beban
kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksu:l pada ayat
(1) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangsn yang
berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan vnit orgenisasi
dan kelompok tenaga fungsional wajib menecrapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain
di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tuagas rasing-
masing.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuin, Sckretaris
dan Kepala Bidang menerapkan prinsip <oordinasi,
integrasi dan sinkronisas baik internal maupun antar unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-
masing.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi di Jingkungan



Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan
melekat.

Pasal 36
Kepala Satuan wajib mengawasi pelaksenezan  tugas
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah vang diperiukan sesuai
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37
Kepala Satuan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian 'Kepala Seksi
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bercarggugjawab
pada atasannya masing-masing dan menvampeik:n laporan
berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan dari
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahen untuk
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk mermberikan
petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 40
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib dizsampaikan
pula kepada satuan organisasi lain yang secara “ungsional
mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan dibantu cleh Kepala
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam ranga pemberian

bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat
berkala.

Pasal 42
(1) Dalam hal Kepala Satuan berhalangzn, Sekretaris
melakukan tugas-tugas Kepala Satuan sesuai dengaa
Perundang-undangan yang berlaku;
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pele ksana Kepala
Satuan dapat menunjuk Kepala Bidang vang rmembidangi
tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Seituan

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guaunna masing-
masing pejabat dalam lingkungan Pemenntah Da<rah dapat
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu  Kepada
pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yan 3 berlaku.



BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISAST DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 44

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan perbernentian dalam
jabatan struktural dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana, berpedoman padi. Peraturan
Perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan olen Bupati atas
usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupa eri Bormbana
merupakan jabatan eselon II b.

(4) Sekretaris merupakan jabatan eselon Iil a.

(5) Kepala Bidang lingkup Satuan Polisi Pormong Praja
Kabupaten Bombana merupakan jabatan esclon 111 b.

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bombana merupckan jabatan
eselon IV a.

(7) Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan atuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bombana diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan melalui
Sekretaris Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pacda Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bombana ditetapkan dengan
Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati
Bombana Nomor 11 Tahun 2016 tentang Peqjebaran Tugas
Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yarg bertentangan
dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan ticlak berlaku.



Pasal 46
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tarnggal d undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memnmerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di  Rurmnbia
pada tanggal 17 Degemgeqn 2016

PARAF KOORDINASI
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Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 72 Defempewr 2016

SEKRETARIS DAERAH,

H.BURHANUDDIN A.HS NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR : 4%
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